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Menimbang :
a.

PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI

PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan R.I| Nomor 96/PMK.056/2017,
tanggal 18 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Per-
aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pem-
bayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/
kelebihan penerimaan negara diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa untuk memberikan pedoman pembayaran
pengembalian atas penerimaan negara yang di-
karenakan kesalahan perekaman dan eksekusi
kode billing cleh Bank atau Pos Persepsi dan ke-
salahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum
Negara, perlu diatur ‘mekanisme pengembalian
atas penerimaan negara;

bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai den-
gan prinsip tata kelola yang baik, perlu mengatur
tata cara pembayaran atas transaksi pengem-
balian penerimaan negara baik yang disebabkan
oleh keterlanjuran setoranjkelebihan pener1maan
negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a
-maupun yang disebabkan oleh kesalahan pereka-
man dan eksekusi kode billing oleh Bank atau Pos
Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rek-
ening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud
dalam huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi
Pengembalian Penerimaan Negara;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2,

4355); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2 013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEM-
BALIAN PENERIMAAN NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM -
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke
kas negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjut-
nya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dari peneri-
maan perpajakan.

Sisa Anggaran. Lebih yang selanjutnya disingkat
SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan ang-
garan/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun
anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang ber-
sangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi
dengan koreksi pembukuan.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya dise-
but BUN adalah pejabat yang mempunyai ke-
wenangan untuk melaksanakan fungsi BUN.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dise-
but KPA adalah pejabat yang mempercleh kuasa
dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan se-
bagian kewenangan dan tanggung jawab Peng-
gunaan Anggaran pada Kementerian Negara/
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10.

11.

12.

13.

14.

Lembaga.
Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dise-
but DJP adalah unit eselon | pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelengga-
rakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selan-
jutnya disebut DJBC adalah unit eselon | pada
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hu-
kum,. pelayanan dan optimalisasi Penerimaan
Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit
eselon |l pada Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
di bidang pengelolaan kas negara.

Direktorat Sistern Perbendaharaan adalah unit
eselon Il pada Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direkiorat Jenderal Perbendaharaan yang mem-
peroleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan se-
bagian fungsi kuasa BUN.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan, me-
liputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemun-
gut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan
yang ditentukan untuk melakukan kewajiban
membayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Waijib Setor adalah orang pribadi atau badan yang
ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk
menerima dan kemudian menyetorkan Peneri-
maan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya dis-

ingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan |

oleh bank/pos persepsi atas transaksi Peneri-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

- 21.

22,

maan Negara dengan teraan nomor transaksi
Penerimaan Negara dan nomor transaksi bank/
nomor transaksi pos sebagai sarana administrasi
lain yang kedudukannya disamakan dengan surat
setoran.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selan-
jutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti
pembayaran/penyetoran ke kas negara yang ter-
tera pada BPN yang diterbitkan oleh sistem set-
tlement.

Transaksi Pengganti adalah transaksi Penerimaan
Negara yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Waijib Setor menggunakan kode billing den-
gan nilai nominal vang benar sebagai pengganti
atas transaksi penerimaan negara yang salah.
Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Peneri-
maan Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN
adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/KPA atau KPPN Khusus Pe-
nerimaan yang menetapkan adanya pengembalian
atas Penerimaan Negara kepada yang berhak dan
berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah
membayar pengembalian Penerimaan Negara.
Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjut-
nya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan bahwa pendapatan dan/atau Penerimaan
Negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Surat Perintah Membayar Pengembalian Peneri-
maan yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penan-
dantangan Surat Perintah Membayar untuk men-

‘cairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjut-
nya disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan su-
rat perintah membayar.

Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/PT Pos In-
donesia (Persero) yang ditunjuk oleh kuasa BUN
untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat menyim-
pan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh
Penerimaan Negara dan membavyar seluruh pen-
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23.

24,

2b.

(1)

(2)

(1)

{2}

(3)

AUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

geluaran negara pada bank sentral.

Kas Negara adalah tempat menyimpan uang neg-
ara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku
BUN untuk menampung seluruh Penerirhaan Neg-
ara dan membavyar seluruh pengeluararfnegara.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat per-
nyataan yang antara lain berisi pernyataan bah-
wa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang
yang dapat mengakibatkan kerugian negara men-

jadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabgt/se- ‘

seorang yang mengambil tindakan dimaksud.
Kode Billing adalah kode identifikasi yang diter-
bitkan oleh sistem billing atau suatu jenis pem;
bayaran atau setoran yang akan dilakukan Waijib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata
cara pembayaran atas transaksi pengembalian
Penerimaan Negara yang telah disetor melalui
Kas Negara pada tahun anggaran berjalan mau-
pun tahun anggaran yang lalu. A
Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembalian PNBP;
b. pengembalian penerimaan pajak dan bea cu-
kai; dan
¢. pengembalian Penerimaan Negara yang dise-
tor melalui RKUN.

BAB Il
PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA

Pasal 3
Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang disetorkan pada
tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pen-
gurang Penerimaan Negara bersangkutan dan
dibebankan pada akun penerlmaan yang sama
dengan akun yang digunakan pada saat penye-
torannya.
Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang disetorkan pada ta-
hun anggaran yang lalu dibebankan pada SAL.
Permintaan pengembalian Penerimaan Negara di-

{1

(2}

lakukan berdasarkan BPN yang sah.

Pasal 4

Pembayaran atas transaksi pengembalian Peneri-
maan Negara yang disetorkan pada tahun ang-
garan yang lalu dilakukan oleh Direktorat Sistem
Perbendaharaan selaku satuan kerja pengem-
balian Penerimaan Negara atas beban SAL.

Pembayaran atas transaksi pengembalian Peneri-
maan Negara melalui RKUN pada tahun anggaran
berjalan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan :
Kas Negara selaku satuan kerja pembayaran atas
transaksi pengembalian Penerimaan Negara me- |
lalui RKUN.

Pasal 5
Pengembalian Penerimaan Negara dibayarkan

sesuai dengan mata uang yang digunakan pada saat
penyetorannya.

BAB IV
PENGEMBALIAN PNBP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6 ‘
Pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat {2) huruf a dapat dilakukan dalam

hal terjadi:

a. keterlanjuran setoranjkelebihan penyetoran PNBP;

b. kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi
PNBP; atau

¢. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing

setoran PNBP oleh Bank/Pos Persepsi.

Bagian Kedua
Pengembalian PNBP yang Disetorkan
pada Tahun Anggaran Berjalan_, .
Pasal 7
[Bersambung]
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